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PENETAPAN
Nomor 453/Pdt.P/2021/PA.Sbr

PO 1P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,
tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus

2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah
Nomor 453/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 27 Agustus 2021, telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut :

1.

Bahwa pada tanggal telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon

dengan seorang laki-laki bernama xxx yang dilaksanakan menurut agama

Islam di wilayah hukum xxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx;

1.

Bahwa dari pernikahan tersebut xxx;

2.

Bahwa suami Pemohon tersebut (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal

29 Juli 2021 karena sakit;

3.

Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua suami

Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia;
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4.

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya menikah satu Kkali,

demikian juga selama menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tersebut

tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut telah meninggalkan

beberapa orang ahli waris yaitu Pemohon, xxx

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini

dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami

Pemohon;

7. Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lainnya telah sepakat dan tidak

ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini,

semata-mata untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suami

Pemohon karena Pemohon dan ahli waris yang lainnya mempunyai hak

atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan almarhum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan

Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
XXX;

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum xxx;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjuthnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat berupa :
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon,bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, bukti tersebut telah diberi
materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 xxx tanggal xxx yang
dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maijelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala
Desa xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
% 7 Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala
Desa xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maijelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi

yaitu :

1. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal.
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- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan xxx karena dia sebagai suami
Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, xxx telah meninggal dunia karena
sakit;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum xxx adalah xxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah
sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk
mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum xxx;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Pemohonkarena saksi adalah adik ipar
Pemohon I;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena
sakit;
- Bahwa ahli waris dari alm. xxx adalah xxx, xxx
- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta
peninggalan alm. xxx;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan
yang diatasnamakan alm. xxx;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 8 hal.
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Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar xxx ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxx
yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2021 karena menurutnya mereka masih
terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari
almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa
perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian
masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan
Agama, oleh karenanya Maijelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara
ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon
dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan
ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai
dengan (P.....), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) bukti otentik yang telah memenuhi
syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Pemohon dan yang
lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak
keturunannya beragama lIslam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan
Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3)
bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah
keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon
dengan xxx adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam
satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukti otentik yang telah

memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi

Hal. 5 dari 8 hal.
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membuktikan bahwa anak-anak yang bernama xxx adalah anak kandung dari
Pemohon dengan almarhum xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukti otentik yang telah
memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi
membuktikan bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021
karena 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) membuktikan bahwa
Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum xxx;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis
Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak keturunannya semuanya beragama
Islam;

- Bahwa Pemohon dengan xxx adalah suami istri yang dari hasil
perkawinannya tersebut xxx;

- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021,

- Bahwa ahli waris dari almarhum xxx adalah xxx, xxx;

- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan
dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus
dinyatakan terbukti bahwa almarhum xxx telah meninggalkan satu orang isteri
yaitu Pemohon dan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak,
Maijelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka
yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum

xxx telah meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak, maka petitum

Hal. 6 dari 8 hal.
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permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxx
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak
keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta
peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut
dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk
mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara
volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
XXX, XXX;

Adalah ahli waris dari almarhum xxx;
3. Membebankan kepadaPemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan
dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPYAN dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota
dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Maijelis

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. SUPYAN Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 40.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai - Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.
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